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Camat dan Kecamatan menurut UU No 23 Tahun 2014    oleh
Muhammad Fadhli,S.Sos., M.Si

1. Kedudukan :

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada

pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/kota,

sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, sebagai berikut :

(2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. sekretariat daerah;

b. sekretariat DPRD;

c. inspektorat;

d. dinas;

e. badan; dan

f. Kecamatan.

Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 UU No. 23 Th.2014 sebagai berikut :

(1) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat Desa/kelurahan.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda

Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

(3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah

mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota,

sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan kepada Menteri melalui

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan

pemrintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di

Kecamatan harus dapat mengkoorkinasikan semua urusan pemerintahan di

Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan

dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.
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Selanjutnya Kecamatan dibentuk cukup dengan Peraturan Daerah, dengan

berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Namun Rancangan Perda tentang

pembentukan Kecamatan tersebut sebelumnya harus mendapat persetujuan bersama

antara Bupati/Walikota disampaikan kepad Menteri melelui Gubernur untuk mendapat

persetujuan.

2. Pembentukan Kecamatan

Pembentukan Kecamatan diatur pada pasal 222 UU No.23 Tahun 2014 :

(1) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 221 ayat (1) harus

memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.

(2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jumlah penduduk minimal;

b. luas wilayah minimal;

c. jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan; dan

d. usia minimal Kecamatan.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kemampuan keuangan Daerah;

b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan

c. persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan

atau nama lain di Kecamatan induk; dan

b. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan

atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk.

3. Klasifikasi Kecamatan
Klasifikasi Kecamatan diatur pada Pasal 223 UU No. 23 Th 2014 sebagai berikut :

(1) Kecamatan diklasifikasikan atas:
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a. Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang

besar; dan

b. Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang

kecil.

(2) Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada

jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Desa/kelurahan.

Perbedaan klasifikasi kecamatan kalau menurut UU No.32 tahun 2004 yang

kemudian diatur di dalam PP No 19 Tahun 2008 Struktur Organisasi Kecamatan bisa

berpola Maksimal dengan 5 Kepala Seksi dan bisa berpola Minimal dengan 3 Kepala

Seksi. Untuk sekarang ini Kecamatan diatur dengan klasifikasi Tipe A (Kecamatan yang

beban kerjanya besar) dan klasifikasi Tipe B (Kecamatan dengan  beban kerja yang

kecil).

4. Camat
Diatur pada Pasal 224 UU No.23 Tahun 2014 sebagai berikut :

(1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui

sekretaris Daerah.

(2) Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang

menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan

kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur

sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan Camat, pada penjelasan pasal 224

UU No. 23 Th 2014 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan menguasai

pengetahuan teknis pemerintahan adalah dibuktikan dengan ijazah diploma /

sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan.

Kenyataan yang berlaku sekarang ini banyak Camat yang tidak memenuhi syarat

dimaksud diatas.
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5. Tugas Camat
Tugas Camat diatur pada Pasal 225 UU No 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:

a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (6);

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh

Perangkat Daerah di Kecamatan;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;

h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah

kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.

(3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Selain tugas tersebut diatas Camat juga mendapat pelimpahan wewenang, hal ini

atur pada Pasal 226 UU No. 23 Tahun 2014, sebagai berikut :

(1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1),

camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

kabupaten/kota.

(2) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan
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karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang

bersangkutan.

(3) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan

pemerintah.

Kewenangan yang dilimpahkan dari bupati/walikota kepada Camat misalnya

kebersihan di Kecamatan, pemadam kebakaran di Kecamatan dan pemberian izin

mendirikan bangunan untuk luasan tertentu.

Mengenai pendanaan akibat dari pelimpahan wewenang tersebut diatas diatur

pada Pasal 227 UU No. 23 Tahun 2014 yaitu : Pendanaan dalam penyelenggaraan

tugas pemerintahan yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

225 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1) dibebankan pada

APBD kabupaten/kota.

Selanjutnya karena UU Pemerintahan Daerah ini masih baru Ketentuan lebih lanjut

mengenai Kecamatan diatur dengan peraturan pemerintah. Sampai saat penulis

menulis tulisan ini Peraturan Pemerintah mengenai Kecamatan belum keluar.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

H. Muhammad Fadhli, S.Sos, M.Si bin Bachrumsyah, dengan

panggilan hari-hari IIK, lahir di Bengkalis  pada tanggal 07

Januari 1972. Menikah tanggal 8 Agustus 1997 dengan seorang

wanita yang   bernama Hj. Dian Darayanti Binti  Ajbar Elwalid,

dikarunia 3 (tiga) orang cahaya mata yaitu: (1) Siti Fahma Diani,

(2) Muhammad Fandi Fadhli, dan  (3)  Muhammad Fatahilah

Fadhli .  Menamatkan  SD, SMP

dan SMA di Bengkalis. Menamatkan pendidikan Diploma 3 (D3)

STPDN Jatinangor Jawa Barat tahun 1994, pendidikan  Srata 1 (S1)   di Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (Fisipol USU) Tahun 1999 di Medan. Dengan

Rahmat Allah Yang Maha Kuasa pernah  bekerja  sebagai  sebagai Kasubsi Perekonomian dan

Produksi kantor Camat Bukit Batu Kabupaten Bengkalis selama  dua tahun, berkarir sebagai

Pegawai Negeri Sipil  di Subbag Mutasi Pegawai pada Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten

Rokan Hilir  Provinsi Riau Tahun 1999-2001.  Menamatkan pendidikan Strata 2 (S2)  di

Program Magister pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau (Fisipol UNRI) pada

tahun 2005 . Memperoleh kesempatan menjabat Sekretaris Kecamatan Bantan Kabupaten

Bengkalis (Eselon IV/a)  dari Tahun 2002 sampai dengan 2003. Tanggal 3 Oktober 2005

sampai dengan Desember 2007 dipromosikan menjabat  Camat Siak Kecil Kabupaten

Bengkalis Provinsi Riau.Camat Bukit Batu pada tahun 2007 – 2008 dan Camat Bengkalis tahun

2008. Menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkalis (Eselon

III/a) akhir Desember Tahun 2008 sampai dengan 17 September 2010.  Kemudian menjadi

fungsional di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan  Desa Kabupaten Bengkalis

selama satu tahun, staf pada Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik selama 1 tahun

dan pada tanggal 8 Juni 2012 dipindahkan ke Badan Diklat dan Kepegawaian Kab. Bengkalis

sebagai Widyaiswara sampai dengan sekarang.


